KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANJUNG JABUNG
TIMUR NOMOR : 35/PP.04.2-Kpt/1507/KPU-Kab/V/2021

TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA
PEMILIHAN KECAMATAN SADU KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR
PADA PEMUNGUTAN SUARA ULANG (PSU) PASCA PUTUSAN MAHKAMAH
KONSITUSI DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN
WAKIL GUBERNUR JAMBI TAHUN 2020

ABSTRAK :

bahwa untuk melaksanakan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor
130/PHP.GUB-XIXI/2021 yang dalam amar putusannya menyatakan
batal pada pokok permohonan kedua menyatakan batal Surat
Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi Nomor
127 /PL.02.6-Kpt/15/Prov/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi
Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur
Jambi Tahun 2020 bertanggal 19 Desember 2020 dan memerintahkan
kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi untuk melakukan
pemungutan suara ulang, dan mengangkat Ketua dan Anggota KPPS
serta Ketua dan Anggota PPK yang baru (bukan yang sebelumnya)
pada Kecamatan yang melaksanakan pemungutan suara ulang Pasca
Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil
Gubernur Jambi Tahun 2020; bahwa berdasarkan ketentuan Pasal
157 ayat (10) UndangUndang Nomor 10 Tahun 2016 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota
Menjadi Undang-Undang, menyatakan bahwa KPU Provinsi dan/atau
KPU Kabupaten/Kota wajib menindaklanjuti putusan Mahkamah
Konstitusi; bahwa berdasarkan Pasal 23 ayat 1 Peraturan Komisi
Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi
Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi
Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/ Komisi

Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja



Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan
Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan
Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati
dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa
kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum
Nomor 13 Tahun 2017, yang menyatakan anggota Panitia Pemilihan
Kecamatan diangkat dan diberhentikan oleh Komisi Pemilihan

Umum /Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;

Dasar Hukum Keputusan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan
Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali
diubah, terakhir Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan ketiga atas Undangundang
Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan pemerintah
penganti Undang-Undang nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan
Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran
Negara  Republik  Indonesia  Tahun 2020 Nomor 128,
TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6109);
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang
Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk
Penanganan Pandemi Corona Virus Disease (COVID-19) dan/atau
dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan
Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020

Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor



6516); bahwa berdasarkan Pasal 23 ayat 1 Peraturan Komisi
Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja
Komisi  Pemilihan Umum, Komisi  Pemilihan Umum
Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi
Pemilihan Umum/ Komisi Independen Pemilihan
Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan
Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok
Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan
Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil
Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana
telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi
Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang perubahan
kedua atas Peraturan Komisi pemilihan Umum Nomor 3 Tahun
2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi
Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh,
dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan
Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia
Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan
Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam
Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur,
Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil
Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor
1498); Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi Nomor
11/PP.01.2-Kpt/15/Prov/IV/2020 tentang Penetapan Hari, Tanggal
Waktu dan Tempat Pemungutan Suara Ulang Pasca Putusan
Mahkamah Konstitusi dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil
Gubernur Jambi Tahun 2020; Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Provinsi Jambi Nomor 13/PP.01.2-Kpt/15/Prov/IV/2020 Perubahan
atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi Nomor
10/PP.01.2-Kpt/15/Prov/IV/2020 tentang Tahapan, Program dan

Jadwal Penyelenggaraan Pemungutan Suara Ulang Pasca Putusan



Catatan :

Mahkamah Konstitusi dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil
Gubernur Jambi Tahun 2020; Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Provinsi Jambi Nomor 14/PP.04.2-Kpt/15/Prov/IV/2021 Perubahan
atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi Nomor
12/PP.04.2-Kpt/15/Prov/IV /2021 tentang Pedoman Teknis
Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia
Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara
pada Pemungutan Suara Ulang Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi
dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur
Jambi Tahun 2020.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan 5 Mei 2021
Masa kerja Panitia Pemilihan Kecamatan selama 2 (dua) bulan

terhitung mulai tanggal 5 Mei sampai dengan 5 Juli 2021.



